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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 130 TAHUN 2010 

TENT ANG 

ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU 
TAHUN 2010 

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERRAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

Menirnbang 

Mangingat 

a babra bordasarkan kotentuan asal 2 ayat (5) Peraturan Menter 
Keuangan Nomor 66/PMK 97/201 tentang Alokasi Sementara Dana 
Bagi Hasi Tombakau Tatun Ang@aran 2010, telah ditetapkan 
pembagian alokast sementara Dana Bagi Hasl Cukat Hasil 
Tembakau (DBH CHT) Tahun Ang@aran 2010 per Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, 

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana _imaksud pact 
huruf a dan untuk polaksanaannya di Provinsi 'Daerah Khusus 
bukota Jakarta perlu menetapkan Poraturan Gubernur tentany 
Pen@gunoan Alokas Penerimaan Dana Bagi Hasit Cukai +Has.it 
Tombakau Tahun 2010 

1.Undang-ihndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana 
telah diutah dongan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahon 2004 tentang Pembentukan 
Perturan Perun«dang-undangan; 

3 Un(dang Undang Nomor 3? Tahun 2004 tentang Pemenntahan 
Daerah c bagaimana telah beborapa kali diubah terakhir dongan 
Un(dang-Lhndang Nomor 12 Tahun 2008 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Kouangan antara emerintah Pusat an Pemerintahan Daorah 

5 Peraturan Pererintah Nomor 6 Tabun 1988 tentang Koordanast 
Kogiatan lnstans Vertial i Daorah 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Penmbangan, 



Menetapk.an 

7 Peraturan Pererintah Nomor 8 Tabun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, 

8. Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah 
Provinsi dan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota 

9. Peraturan Menten Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 220O6 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubaah 
dengan Peraturan Menteni Dalam Ne@en Nomor 59 Tahun 2007 

10. Peraturan Menter, Keuangan NOmor 84/9MK 97/2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi 
atas Ponyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasi Cukai Hasid 

Tombakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter 
Keuangan Nomor 20/MK 07/2009 

11 Peraturan Menteni Keuangan Nomor 179/MK 07/2009 tentang Dana 
Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi 
Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau 

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Kuan@an Daerah 

13 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Porangkat Daerah 

14. Peraturan Gubemnur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagaimnana telah d«bah den@an 
Peraturan Gubernur Nomor 174 1anun 2009 

15 Peraturn Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Bad.an Pengelola Keuangon Daerah 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI 
PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAK AU TAHUN 2AO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

asal 1 

Dalam Peraturan Guberur imi yang dirnaksud dengan 

1 Menteri Dalam Negeni adalah Menteni Dalam Negen Repubhk 
Indonesia 

2. Menteni Keuangan adatah Menteni Keuangan Repubhik Indonesia 

3 Daerah adalah Provinsi Daorah Khusus lbukota Jakarta 

4 Guberur adalah Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta 



J 

5. Pemenintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daorah sebagai 
unsur ponyelerqgara Pemenntahan Da0rah 

6 Kabupale»Kota adalah Kabupaten/Kota Administrars di Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta 

7 Bupati/alikota adalah BupatiWalikota di Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

8. Kabupater/Kota Penghasid adalah Kabupaten/Kota Penghasil Tembakau 
dan Penhasil Cukai 

9. Kepala Sadan Pengelola Keuan@an Daerah yang selanjutnya disebut 
Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daera 
provinsi Daerah Khusu lbukota Jakarta 

10. Cukai adalah Pun@utan Negara yang dikenakan terhadap barang­ 
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang 
ditetapkan dalam Undang Undana 

11 Cukar Hasil Tembakau adalah Cuka yang dikenakan terhadap hasil 
tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan 
hasil pengolahan tombakau lainnya, dengan tidak mengindahkan 
digunakan atau idak Dahan pengganti atau bahan pembantu dalam 
pembuatannya 

BAB IL 

PE NERIMAAN HASIL CUKAI TE MBAKAU 

Pasal 2 

(1 Penerimaan Negara dan cukai hasl tembakau yang dibuat di 
Indonesia dibark.an kepada Provinsi penghasill sebesar 2% (ua persen) 

(2) Alkasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimnksud 
padaayat(1) dibagikan kepada Provinsi penghas cukai dan Provinsi 
penghasil tembakau 

(3) Atokas somentara dana bagi hasil cukar dan tembakau untuk Provins 
DKI Jakarta Tatun Ang,garan 2010 adalah sebesat RD 1.462 854.078,00 
(satu miat empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus hima puluh 
empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) 

BAB Ill 

ALOKASI DANA BAGI HASIL. CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Pasal 3 

(1) Pembagan dana bagi hasi cukai hasil tembakau di daerah 
erupak.an kewonangan Gubermur 



(2 Penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah 
sebagairana dimaksud pada aat (1) merupakan pendapatan Daerah 
dan diaokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah lahun Anggaran 2010 

BA IV 

PENGCUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TFMBAKAU 

Pasal 4 

(1) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasit tembakau untuk Daerah 
sebagarana dimaksud dalam Pasal 3, dgunakan untuk kegiatan 

a. Peningkatan kuatitas bahan Daku, 

b. Pembinaan industri, 

c. embinaan lingkungan ssial 

d. Sosialisasi ktentuan di bidang cukai, dan/atau 

e. Pemberantasan barang kena cukai illegal 

() Kpala BPKD ertang9ung yawab melaksanakan kegiatan sebagaimana 
divaksud pada ayat(1) sesuai cengan skala prioritas masing-masing 

(3) Dalam relaksanakan kogiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala BPKD dapat berkoordinasi atau mengikutsertakan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) 

8AB V 

PELAPORAN 

Pasal 5 

(1) Kepala B3PKD melaporkan hasit pelaksanaan kegiatan sebagarana 
dimaksud dalamn Pas.al 4 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretanis 
Daerah setiap 6 (enam) bula sekali atau sewaktu-waktu sesuai 
kebututan, 

(2) Gubernur slanjutnya membuat laporan alokasi pengqunaan dana 
atas lporan basil pelaksanaan kegiatan oleh Kepala BPKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam} bulan kepada 
Menteni Keuangan an Menteni Dalam Negeri 

(3) Laporar kegiatan disusun dengan menggunakan format sosuat 
ketenfun peraturan perundang-undangan 

(1) Penyampaian taporan sebagairana imaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut 

a Untuk semester pertama setambat-lambatnya tanggal 10 Juli dan 

b. Untu semester edua selambat-lambatnya tanggal 10 Desember 



(2) Penya@paian taporan sebagairana cimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
dilaksan.akan dengan ketentuan soba@ai benkut 

a. Uhntuk seroster portama selambat-lambatnya tanggal 2O Juli, an 

b. LInttu semester kedua selam»at-lambatnya tan9gal 2O Des.ember 

(3) Dalam hat tanggal 10 atau tan@@al 20 sebagaimana dimaksud pada 
ayat(1, dan ayat (), jatuh paca hart ibur, batas akhir penyampaian 
laporan claksanakan pada hari kerja sebelumnya 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

eraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubermur in dengan penempatannya dalam Benita Daerah 

Provins Daerah Khusus lbukota Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 J u l i  2010 

GUBERNURR PROVINS! DAE RAH KHUSUS 
IBU] 'OTA JAKARTA 

0 

Diundangkan di Jakarta 
paa tang@at g J u l i  70 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHU3US 
IUKOTA JAKARTA 

• MUHA,YA 
NIP 05001262 

BERITA DAERAH PROVINSI DAE RAH KHUSUS IBUKOTA JAKARA 
TAHUN A; NOMOR 


